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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama berdirinya negara Republik 

Indonesia. Sejahtera adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam 

dimensi fisik maupun nonfisik. Salah satu permasalahan bangsa yang mendesak saat ini 

adalah kemiskinan di mana diperlukan langkah-langkah penyelesaian dan penanganan 

yang tepat yaitu terpadu, tersusun dan secara keseluruhan. Penanganan permasalahan 

kemiskinan ini sangat diperlukan agar hak-hak dasar warga negara dapat terpenuhi secara 

layak melalui pembangunan yang menyeluruh, adil dan berkesinambungan sehingga 

terciptanya kehidupan yang bermanfaat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah dan 

ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah koordinasi secara 

terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. 

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

serta masyarakat dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan. Campur tangan dari 

berbagai pihak ini diperlukan sebab satu daerah dengan daerah lain mengalami 

permasalahan kemiskinan yang berbeda ditinjau dari keadaan sosial dan keunikan daerah 

yang berbeda-beda pula di mana Pemerintah daerah dan masyarakat merupakan golongan 

yang dianggap sangat memahami hal tersebut serta kondisi kemiskinan di daerah tersebut. 

Berikut adalah data masyarakat miskin (Pra sejahtera) yang ada di Kota Palembang 

sebanyak 18 Kecamatan tahun 2019 : 
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Tabel 1.1 Data masyarakat miskin (Pra sejahtera) yang ada di Kota Palembang 

tahun2019 

No Sumber 

Dana 

Kelurahan Kecamatan Penerima 

Manfaat 

Anggaran 

   RT Individu 

 

 

 

1. 

 

 

 

APBD 

 

 

 

Ilir Barat I 

Bukit Lama 176 8.213 Rp 1.291.588.500 

26 Ilir I - 3.165 Rp 32.368.500 

Lorok Pakjo 300 4.054 Rp 4.037.633.500 

Demang 

Lebar Daun 

- 4.415 Rp 47.248.500 

Bukit Baru 75 3.703 Rp 95.904.750 

Siring 

Agung 

- 6.132 Rp 128.061.000 

 

 

 

2. 

 

 

 

APBD 

 

 

 

Ilir Barat 

II 

27 Ilir - 909 Rp 9.433.000 

28 Ilir - 909 Rp 9.433.000 

29 Ilir - 3.021 Rp 35.793.000 

30 Ilir - 1.235 Rp 12.693.000 

32 Ilir - 3.081 Rp 83.078.000 

35 Ilir - 2.267 Rp 23.013.000 

Kemang 

Manis 

- 1.268 Rp 13.023.000 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

APBD 

 

 

 

 

 

Ilir Timur 

I 

13 Ilir - 1.074 Rp 11.277.545 

14 Ilir - 948 Rp 10.017.545 

15 Ilir - 1.456 Rp 15.097.545 

16 Ilir - 659 Rp 7.127.545 

17 Ilir - 1.747 Rp 23.447.545 

18 Ilir - 659 Rp 7.127.545 

20 Ilir I 30 6.231 Rp 120.182.545 

20 Ilir  III - 659 Rp 7.127.545 

20 Ilir  IV - 659 Rp 7.127.545 

Kepandean 

Baru 

- 659 Rp 7.127.545 

Sei 

Pangeran 

- 6.219 Rp 1.389.847.545 

4.  

 

APBD 

 

 

 

Ilir Timur 

II 

1 Ilir - 1.616 Rp 17.781.166 

2 Ilir 15 4.630 Rp 75.272.416 

3 Ilir 176 2.366 Rp 1.225.281.166 

5 Ilir - 1.375 Rp 15.371.166 

Sungai Buah  3.325 Rp 38.346.166 

APBN Lawang 

Kidul 

500 - Rp 1.000.000.000 

APBD - 1.375 Rp 15.371.166 

 

 

 

5. 

 

 

 

APBD 

 

 

 

Ilir Timur 

8 Ilir - 1.219 12.190.000 

9 Ilir - - - 

10 Ilir - - - 

11 Ilir - - - 
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III Kuto Batu - 790 Rp 7.900.000 

Duku - 3.351 Rp 42.990.000 

19 Ilir - - - 

 

 

6. 

 

 

APBD 

 

 

Bukit 

Kecil 

22 Ilir - 882.640 Rp 2.279.052.000 

23 Ilir 176 670 Rp 1.206.700.000 

24 Ilir - 2.366 Rp 28.370.000 

26 Ilir - 1.162 Rp 11.620.000 

APBN Talang 

Semut 

70.244 - Rp 7.726.840.000 

APBD - 150 Rp 125.000.000 

 

 

 

7. 

 

 

 

APBD 

 

 

 

Sukarami 

Sukabangun - 2.530 Rp 25.300.000 

Sukajaya - 4.550 Rp 50.225.000 

Sukarami - 3.361 Rp 39.665.000 

Kebun 

Bunga 

- 2.848 Rp 28.480.000 

Talang 

Betutu 

- 5.083 Rp 62.895.000 

Sukodadi - 2.126 Rp 21.260.000 

Talang 

Jambi 

- 2.028 Rp 22.120.000 

 

 

8. 

 

 

APBD 

 

 

Kemuning 

20 Ilir II - 1.024 Rp 10.240.000 

Sekip Jaya - 1.258 Rp 12.580.000 

Pahlawan 30 1.725 Rp 49.050.000 

Pipa Reja - 763 Rp 7.630.000 

Talang 

Aman 

- 2.591 Rp 29.660.000 

Ario 

Kemuning 

- 430 Rp 4.300.000 

 

 

9. 

 

 

APBD 

 

 

Kalidoni 

Sei Lais 200 541 Rp115.373.410.000 

Sei Selincah - 4.177 Rp 49.550.000 

Sei Layur - 2.287 Rp 22.870.000 

Kalidoni - 4.197 Rp 50.380.000 

Bukit 

Sangkal 

150 3.032 Rp 2.533.605.000 

 

10. 

 

APBD 

 

Sako 

Sukamaju 45 2.835 Rp 100.648.750 

Sialang - 1.906 Rp 19.060.000 

Sako Baru - - - 

Sako - 6.975 Rp 82.560.000 

 

11. 

 

APBD 

 

Sematang 

Borang 

Lebong 

Gajah 

- 1.456 Rp 14.560.000 

Srimulya - 1.381 Rp 606.660.000 

Suka Mulya 150 668 Rp 704.710.000 

Karya 

Mulya 

- - - 

 

 

12. 

 

 

APBD 

 

 

Alang 

Alang 

Lebar 

Sri Jaya 30 1.904 Rp 68.687.500 

Karya Baru - 1.781 Rp 21.345.000 

Talang 

Kelapa 

- 5.395 Rp 63.235.000 

Alang- 500 - Rp 4.000.000.000 
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Alang Lebar 

 

 

 

 

 

13. 

APBN  

 

 

 

 

Gandus 

Pulo Kerto 
200 - Rp 466.000.000 

APBD - 1.779 Rp 139.090.000 

APBN 
Gandus 

200 - Rp 466.000.000 

APBD 15 1.979 Rp 750.356.250 

APBD Karang Jaya - 1.773 Rp 23.320.000 

APBN Karang 

Anyar 

- 200 Rp 2.822.135.550 

APBD - 944 Rp 9.440.000 

ABPD 36 Ilir - 1.862 Rp 21.735.000 

 

 

 

14. 

APBN  

 

 

Kertapati 

Karya Jaya 
1.292 - Rp 586.360.000 

APBD - 2.025 Rp 26.250.000 

APBN 

 Keramasan 

1.495 - Rp 164.450.000 

APBD - 3.648 Rp 45.060.000 

APBN Kemang 

Agung 

1.301 200 Rp 609.356.800 

APBD - 4.270 Rp 50.700.000 

 APBN  Kemas 

Rindo 

858 - Rp 94.380.000 

APBD - 13.466 Rp 63.820.000 

APBN 
Ogan Baru 

2.254 - Rp 247.940.000 

APBD - 12.389 Rp 43.890.000 

APBN 
Kertapati 

735 - Rp 80.850.000 

APBD - 2.000 Rp 20.000.000 

 

 

 

15. 

 

 

 

APBD 

 

 

 

Plaju 

Plaju Darat - 3.781 Rp 94.735.000 

Plaju Ulu - 3.088 Rp 37.140.000 

Plaju Ilir - 539 Rp 5.390.000 

Komperta - - - 

Talang Putri 60 1.855 Rp 45.050.000 

Talang 

Bubuk 

- 748 Rp 38.002.480.000 

Bagus 

Kuning 

- 987 Rp 9.870.000 

 

 

16. 

 

 

APBD 

 

 

Seberang  

Ulu I 

1 Ulu 380 1.174 Rp 2.611.740.000 

2 Ulu - 2.720 Rp 27.200.000 

3-4 Ulu - 2.310 Rp 80.320.000 

7 Ulu - 1.058 Rp 10.580.000 

APBN 
 

5 Ulu 

 

2.114 - Rp 1.196.860.000 

APBD 40 20.430 Rp 4.754.802.800 

Swasta / 

Masyarakat 

2 - Rp 70.000.000.000 

 

 

17. 

 

 

APBD 

 

 

Seberang 

Ulu II 

11 Ulu - - - 

12 Ulu - 54 Rp 98.840.000 

13 Ulu - 54 Rp 49.590.000 

14 Ulu - 919 Rp 9.190.000 

16 Ulu 50 13.449 Rp 937.565.000 

Tangga 90 1.110 Rp 100.475.000 
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Takat 

Sentosa - 895 Rp 8.950.000 

 

 

18. 

 

 

APBD 

 

 

Jakabaring 

8 Ulu - - - 

9-10 Ulu - 1.376 Rp 13.760.000 

Tuan 

Kentang 

- 2.320 Rp 27.670.000 

Silaberanti  4.121 Rp 50.135.000 

A PBN 15 Ulu 200 - Rp 466.000.000 

APBD  - 3.653 Rp 40.815.000 

Sumber : Basis Data Terpadu Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) Kota 

Palembang 

Program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin merupakan salah satu 

program bantuan dari pemerintah untuk dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan. 

Program ini merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menekan angka 

kemiskinan sebab pada dasarnya, seseoramg akan lebih mendahulukan kepentingan perut 

dan pakaian daripada tempat berlindung yang sehat dan layak huni. Sehingga melalui 

program ini, pemerintah berhrap dapat membantu kebutuhan wisma masyarakatnya. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan rencana yang diutamakan dalam masalah 

pembangunan oleh pemerintah kota/provinsi khusunya yang ada di kota Palembang. 

Demikian halnya dengan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di 

Kecamatan Kertapati Kota Palembang, ditinjau dari banyaknya masyarakat yang berada di 

bawah garis kemiskinan dan perlu dibantu dalam memperbaiki rumah yang tidak layak 

huni. 

Berikut adalah data masyarakat yang memperoleh bantuan program perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palembang tahun 2018: 

Tabel 1.2 Data masyarakat yang memperoleh bantuan program perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni di Kota Palembang tahun 2018 

 

No  Sumber 

Dana 

Kelurahan Kecamatan Jumlah Anggaran 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

APBD 

Kemang Agung Kertapati 85 Unit Rp. 3.000.000.000.00 

Karya Jaya Kertapati 102 Unit Rp. 2.160.000.000.00 

15 Ulu Jakabaring 73 Unit Rp. 1.920.000.000.00 

Gandus Gandus 54 Unit Rp. 1.240.000.000.00 

Pulokerto Gandus 68 Unit Rp. 1.800.000.000.00 
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Total Rp. 10.120.000.000.00 

Sumber : Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota Palembang, 2019  

Dari data diatas dapat dilihat bahwa alokasi bantuan dari APDB terbanyak pada 

tahun 2018 yaitu pada kecamatan Kertapati yaitu sebanyak 187 unit rumah di dua 

kelurahan yakni kelurahan kemang Agung dan Karya Jaya, dengan jumlah Anggaran 

sekitar Rp. 5.160.000.000.000.00 hal ini dikarenakan kecamatan Kertapati memiliki 

jumlahpenduduk yang cukup banyak yaitu dengan tingkat kepadatan 1.832 jiwa per      

Berdasarkan (BDT) Basis Data Terpadu jumlah penduduk kurang mampu di Palembang 

yaitu sekitar 108.000 Kepala keluarga atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Kota 

Palembang. Serta rendahnya ekonomi Masyarakat Kecamatan Kertapati menjadi salah satu 

alasan dalam menentukan jumlah alokasi bantuan Perbaikan rumah tidak layak huni 

tersebut. Namun, penurunan jumlah penduduk miskin dari pendataan yang telah dilakukan 

paling banyak ditemukan di kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kertapati.  

Meskipun kebijakan mengenai program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

tersebut telah berjalan sejak tahun 2014 namun masih terdapat persoalan-persoalan yang 

sering muncul pada penerapannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Desmarita, 

ST selaku staff di bidang Perumahan yang meliputi : 

1. Yakni permasalahan pada data, dimana data kemiskinan yang ada di Kota 

Palembang ini berpacu pada data pusat yang bisa disebut dengan BDT. 

Permasalahannya adalah ketidaksesuaian data yang tertera di BDT dengan keadaan  

yang ada dilapangan. Contohnya, pada data BDT si A membutuhkan bantuan 

namun kenyataan di lapangan si B lah sebenarnya yang layak untuk mendapatkan 

bantuan maka bantuan pun dialihkan ke si B. Karena pihak Dinas Perumahan 

rakyat dan kawasan pemukiman memberikan bantuan sesuai dengan yang terlihat 

di lapangan agar bantuan tepat pada sasaran. 
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2. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat secara formal tentang 

programperbaikan RumahTidak Layak Huni, yang ditandai denganketidaktahuan 

masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan 

ketidaktahuan masyarakat siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

Pemerintah kota Palembang telah melibatkan diri dalam mengurangi angka 

kemiskinan dengan mengajak pihak swasta dan juga partisipasi masyarakat. Implementasi 

kebijakan yang baik adalah implementasi kebijakan yang berlandasan strategi yang tepat, 

yang pemecahannya berkaitan dengan masyarakat dan wilayah tanpa menghilangkan 

struktur kekuasaan dan instrument-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan 

kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui implementasi merupakan tahap penting dalam 

proses kebijakan publik, oleh karena itu diperlukannya kajian mengenai Implementasi 

kebijakan mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak 

layak huni di Kecamatan Kertapati Kota Palembang. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan 

melalui program rumah tidak layak huni di kecamatan Kota Palembang ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi prosesimplementasi kebijakan percepatan 

penangulangan kemiskinan melalui programm rumah tidak layak huni di 

Kecamatan Kertapati Kota Palembang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui impelementasi kebijakan percepatan penanggulangan 

kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di kecamatan Kertapati kota 

Palembang. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan 

percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di 

Kecamatan Kertapati Kota Palembang  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu Administrasi 

Negara terutama untuk kajian studi Implementasi Kebijakan. Penelitian ini melihat 

implementasi dari segi masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran kebijakan 

karena pada dasarnya proses implementasi kebijakan dilihat dari kebijakan itu 

sendiri, pelaksana kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.  

2. Manfaat praktis 

Dapat mendiskripsikan mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan 

penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni di Kecamatan 

Kertapati Kota Palembang. 
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